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Abstrak:

Masyarakat madani merupakan wacana yang sedang dikembangkan pada era
reformasi sekarang ini. Supaya dapat menempatkan wacana tersebut dalam konteks
yang tepat maka kita harus mengetahui sejarah perkembangan konsep masyarakat
madani, prinsip-prinsip yang harus ditegakkan di dalamnya, dan hambatan
menciptakan masyarakat madani di Indonesia.

Masyarakat madani merupakan padanan dari konsep civil society (masyarakat
sipil) yang lahir di Barat pada abad ke-18 dengan tokohnya John Locke atau
Montesquieu. Sebelumnya pada zaman Yunani Kuno pernah digunakan kata societies
civilis oleh Cicero, namun dengan pengertian yang identik dengan negara. Konsep
civil society berusaha untuk mencegah lahirnya pemerintahan yang otoriter, dengan
menciptakan masyarakat yang kuat vis-a-vis negara.

Konsep civil society diadopsi oleh umat Islam dengan pendekatan projecting
back theory, yaitu melihat pada sejarah awal Islam sebagai patokan, dan bila tidak
ditemukan maka dicarikan pada sumber normatif al-Kur’an dan al-Hadits. Civil
society diterjemahkan dengan masyarakat madani, yaitu suatu masyarakat yang
diciptakan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ciri-ciri kehidupan pada masa Nabi
yang ideal dianggap sebagai proto-masyarakat modern. Kehidupan yang ideal pada
masa Nabi merupakan acuan juga bagi John Locke, Mostequieu, dan Rousseau dalam

menyusun konsep civil society.
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1. Pendahuluan

Masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society diperkenalkan
pertama kali oleh Anwar lbrahim (ketika itu Menteri Keuangan dan Timbalan
Perdana Menteri Malaysia) dalam ceramah pada Simposium Nasional dalam rangka
Forum llmiah pada Festival Istiglal, 26 September 1995 (Hamim, 2000: 115). Istilah
itu diterjemahkan dari bahasa Arab “mujtama’ madani”, yang diperkenalkan oleh
Prof. Naquib Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri
ISTAC (Ismail, 2000: 180-181). Kata “madani” berarti civil atau civilized (beradab).
Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti hadlari,
tsagafi atau tamaddun. Konsep “madani” bagi orang Arab memang mengacu pada
hal-hal yang ideal dalam kehidupan.

Konsep masyarakat madani itu lahir sebagai hasil dari Festival Islam yang
dinamai Festival Istiglal, suatu festival yang selenggarakan oleh ICMI (lkatan
Cendekiawan Islam Muslim Indonesia). ICMI adalah suatu wadah organisasi Islam
yang didirikan pada Desember 1991 dengan restu dari Presiden Soeharto dan diketuai
oleh BJ Habibie, tangan kanan Soeharto yang menduduki jabatan Menteri Riset dan
Teknologi. Berdirinya ICMI tidak lepas dari peranan Habibie yang berhasil
menyakinkan Presiden Soeharto untuk mengakomodasi kepentingan golongan
menengah Muslim yang sedang berkembang pesat dan memerlukan sarana untuk
menyalurkan aspirasinya. Gayung bersambut karena Soeharto sedang mencari partner
dari golongan Muslim agar mendukung keinginannya menjadi presiden pada tahun
1998. Hal ini dilakukan Soeharto untuk mengurangi tekanan pengaruh dari mereka
yang sangat kritis terhadap kebijakannya, terutama dari kalangan nasionalis yang
mendirikan berbagai LSM dan kelompok Islam yang menempuh jalur sosio-kultural
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Mereka mengembangkan gerakan prodemokrasi dengan memperkenalkan
konsep civil society atau masyarakat sipil. Konsep ini ditawarkan sebagai kaunter
terhadap hegemoni negara yang begitu massif melalui aparat militer, birokrasi, dan
para teknokratnya. Konsep Civil society lebih dimaksudkan untuk mengkaunter
dominasi ABRI sebagai penyangga utama eksistensi Orde Baru. ABRI tidak hanya
memerankan sebagai unsur pertahanan dan keamanan saja tetapi juga mencampuri
urusan sipil. Untuk keperluan itu ABRI menjustifikasi tindakannya pada doktrin dwi
fungsi ABRI, dimana ABRI ikut memerankan tugas-tugas sipil baik dalam lembaga
eksekutif, legislatif, maupun vyudikatif. Keterlibatannya dalam politik sangat
menentukan. Akibatnya check and balance dalam sistem pemerintahan tidak berjalan
dan Orde Baru menjelma menjadi regim yang bersifat bureaucratic authoritarian (Arif
Rohman, 52).

Konsep masyarakat madani berkembang belakangan sebagai padanan dari
masyarakat sipil. Istilah masyarakat madani yang diperkenalkan kalangan Islam
politik menjadi lebih populer karena didukung oleh Soeharto yang ingin melakukan
perubahan politik secara hati-hati dengan mengurangi keterlibatan ABRI dalam
jabatan sipil atas desakan negara-negara donor dengan berakhirnya perang dingin
pada tahun 1989. Bagi regim Orde Baru, istilah masyarakat madani lebih netral
karena tidak seperti halnya konsep civil society yang ingin mendesak ABRI sebagali
kekuatan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang terjadi di USA.

Era Reformasi yang melindas rezim Soeharto (1966-1998) dan menampilkan
Wakil Presiden Habibie, yang juga ketua umum ICMI, sebagai presiden dalam masa
transisi, telah mempopulerkan konsep Masyarakat madani karena Presiden beserta
kabinetnya selalu melontarkan diskursus tentang konsep itu pada berbagai
kesempatan. Bahkan Habibie mengeluarkan suatu Keppres No 198 Tahun 1998
tanggal 27 Februari 1999 untuk membentuk suatu komite dengan tugas untuk
merumuskan dan mensosialisasikan konsep masyarakat madani itu. Konsep
masyarakat madani dikembangkan untuk menggantikan paradigma lama yang

menekankan pada stabilitas dan keamanan yang terbukti sudah tidak cocok lagi.



Munculnya konsep masyarakat madani menunjukkan intelektual muslim
Melayu mampu menginterpretasikan ajaran Islam dalam kehidupan modern,
persisnya mengawinkan ajaran Islam dengan konsep civil society yang lahir di Barat
pada abad ke-18. Konsep masyarakat madani tidak langsung terbentuk dalam format
seperti yang dikenal sekarang ini. Konsep masyarakat madani memiliki rentang
waktu pembentukan yang sangat panjang sebagai hasil dari akumulasi pemikiran
yang akhirnya membentuk profile konsep normatif seperti yang dikenal sekarang ini
Bahkan konsep ini pun masih akan berkembang terus sebagai akibat dari proses
pengaktualisasian yang dinamis dari konsep tersebut di lapangan. Like all other
vocabularies with a political edge, their meaning is neither self-evident nor
unprejudiced (Curtin, 2002: 1).

Perumusan dan pengembangan konsep masyarakat madani menggunakan
projecting back theory, yang berangkat dari sebuah hadits yang mengatakan “Khayr
al-Qurun garni thumma al-ladhi yalunahu thumma al-ladhi yalunahu”, yaitu dalam
menetapkan ukuran baik atau buruknya perilaku harus dengan merujuk pada kejadian
yang terdapat dalam khazanah sejarah masa awal Islam (Hamim, 2000: 115-127).
Kemudian para cendekiawan muslim mengislamkan konsep civil society yang lahir di
Barat dengan masyarakat madani, suatu masyarakat kota Madinah bentukan Nabi
Muhammad SAW. Mereka mengambil contoh dari data historis Islam yang secara
kualitatif dapat dibandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep civil society.

Mereka melakukan penyetaraan itu untuk menunjukkan di satu sisi, Islam
mempunyai kemampuan untuk diinterpretasi ulang sesuai dengan perkembangan
zaman, dan di sisi lain, masyarakat kota Madinah merupakan proto-type masyarakat

idel produk Islam yang bisa dipersandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep



civil society. Tentunya penggunaan konsep masyarakat madani dilakukan setelah
teruji validitasnya berdasarkan landasan normatif (nass) dari sumber primer Islam
(al-Qur’an dan Hadits) atau dengan praktek generasi awal Islam (the Islamic era par

exellence).

Nabi Muhammad SAW dan Masyarakat Madani

Rasanya tidaklah berlebihan kalau kita menerjemahan civil society dengan
masyarakat madani, karena kehidupan masyarakat Madinah di bawah Nabi
Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin sangat menjunjung prinsip-prinsip dalam
civil society yang lahir di Barat. Masyarakat madani bentukan Nabi paralel dengan
ide civil society bentukan Cicero. Cicero introduced the concept of societas civilis
that is communities which conformed to norms that rose above and beyond the laws
of the state and they fulfilled their public and social roles to serve the interests of the
political community. In this view, the state constitutes an instrument of civil society
(Caparini, 2002: 1). It refers to the living in a civilized political community, having
its own legal code and with undertones of civility, urbanity and ‘civic partnership’
(Curtin, 2002: 2). What this basically represents is the idea that people living together
form a political community with a common good.

Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sangat menjunjung tinggi
harkat kemanusiaan. Dalam QS 2: 30-34 dijelaskan bahwa Allah menyuruh kepada
para malaikat bersujud kepada Adam (manusia pertama) yang telah diberi kelebihan
akal pikiran. Manusia diutus Allah menjalankan misi khalifah fil ardhi (pengatur alam
semesta). Perkembangan lebih lanjut dari paham humanisme ini, kemudian di Barat
sebagaimana yang dikemukakan Geovany Piego melahirkan paham liberalisme yang
berangkat dari asumsi bahwa manusia pada dasarnya baik sehingga harus diberi
kebebasan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi “Setiap bayi dilahirkan dalam
keadaan suci”.

Dalam karyanya The Venture of Islam, Hodgson, seorang ahli sejarah dunia,

melihat bahwa seandainya sejarah dunia ini diibaratkan roda maka sumbunya adalah



sejarah Islam. Bahkan motto bukunya diambil dari sebuah ayat Al-Kur’an: Kalian
adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ... (QS 3: 110). Dia melihat
kehadiran Islam di muka bumi ini sungguh sangat sukses dan memiliki implikasi
yang sangat signifikan bagi peradaban, di antaranya dalam bidang ilmu pengetahuan.
Sebelum Islam datang, ilmu pengetahuan bersifat sangat nasionalistik sekali-untuk
tidak menyebut parokialistik. Misalnya, ilmu Yunani, ilmu Romawi, ilmu Cina, ilmu
India dan ilmu Mesir. Masing-masing mengaku dirinya paling benar dan mereka
tidak mau mempelajari ilmu-ilmu lain. Namun tidak demikian halnya dengan Islam.
Sejak awal Nabi Muhammad menegaskan “Carilah ilmu pengetahuan walaupun
berada di negeri Cina.” Dalam salah satu ayatnya, Al-Kur’an juga memerintahkan
Kita untuk bertanya: ... Maka bertanyalah kepada orang berpengetahuan jika kamu
tidak mengetahui (QS 16: 43dan 21: 7). Para ahli tafsir menginterpretasikan ahl adz-
dzikr dalam ayat itu sebagai al- ‘ulama bi at-taurah wa al-injil. Penafsiran ini
memberi arti bahwa umat Islam boleh belajar kepada siapa saja. Dengan demikian
bagi Islam, ilmu pengetahuan bersifat universal (Siradj, 1999: 29-30).

Islam sebagai agama universal tidak mengatur bentuk negara yang terkait oleh
konteks ruang dan waktu, dan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menamakan
dirinya sebagai kepala negara Islam, disamping tidak melontarkan ise suksesi yang
tentunya sebagai prasyarat bagi kelangsungan negara (Wahid, 2000: 16). Walaupun
Nabi telah melakukan revolusi dalam masyarakat Arab, tetapi ia sangat menghormati
tradisi dan memperbaharuinya secara bertahap sesuai dengan psikologi manusia
karena tujuannya bukanlah menciptakan orde baru (a new legal order) tapi untuk
mendidik manusia dalam mencapai keselamatan melalui terwujudnya kebebasan,
keadilan dan kesejahteraan (Schacht, 1979: 541).

Nabi Muhammad telah menampilkan peradaban Islam yang kosmopolitan
dengan konsep ummat yang menghilangkan batas etnis, pluralitas budaya dan
heteroginitas politik. Peradaban Islam yang ideal tercapai pada masa Nabi
Muhammad karena tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum

Muslimin dan kebebasan berpikir semua warga masyarakat (termasuk mereka yang



non-Muslim) (Wahid, 1999: 4). Keseimbangan itu akan terganggu bila dilakukan
ortodoksi (formalisme) terhadap ajaran Islam secara berlebih-lebihan. Ortodoksi yang
tadinya untuk mensistematiskan dan mempermudah pengajaran agama, akhirnya
dapat menjadi pemasung terhadap kebebasan berpikir karena setiap ada pemikiran
kreatif langsung dituduh sebagai bid ah.

Dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, Islam seperti yang tersebar
dalam literatur hukum agama (al-kutub al-fighiyyah) telah mengembangkan ada lima
jaminan dasar (Wahid (1999: 1) sebagai berikut:

(1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan

hukum, (2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa adanya

paksaan untuk berpindah agama, (3) keselamatan keluarga dan keturunan, (4)

keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum, dan (5)

keselamatan profesi.

Bahkan konsep civil society itu mendapat pengaruh dari pemikiran Islam,
sebagaimana dijelaskan buku karangan C.G. Weeramantry (Monash University,
Australia) dan M. Hidayatullah (India) yang berjudul Islamic Jurisprudence: An
International Perspective, terbitan Macmillan Press (Azizi, 2000, 90-94). Menurut
mereka, pemikiran John Locke dan Rousseau, terutama sekali mengenai teori mereka
tentang kedaulatan (sovereignty), mendapatkan pengaruh dari pemikiran Islam. Locke
ketika menjadi mahasiswa Oxford sangat frustasi dengan disiplinnya, dan lebih
tertarik mengikuti ceramah dan kuliah Edward Pococke, professor studi tentang Arab.
Kemudian perhatian pemikiran Locke mengenai problem-problem tentang
pemerintahan, kekuasaan dan kebebasan individu.

Rousseau dalam Social Contract-nya juga tidak lepas dari pengaruh Islam.
Bahkan dia secara jelas menyebut: ‘Mohamet had very sound opinions, taking care to
give unity to his political system, and for as long as the form of his government
endured under the caliphs who succeeded him, the government was undivided and, to
that extent, good’. Sementara Montesquieu bermula dari bukunya Persian Lettters,

yang kemudian diteruskan dalam buku berikutnya The Spirit of the Laws, tidak lepas



dari pengaruh Islam. Tentang Montesquicu ditulis “indeed there are many specific
references to the Qur’an and to the Islamic law in the writing of Montesquieu”
(Azizi, 2000: 94).

3. Masyarakat Madani di Indonesia

a. Latar belakang Kehidupan Politik
Masyarakat madani sukar tumbuh dan berkembang pada rezim Orde Baru

yang didirikan dengan asumsi yang bertolak belakang dengan asumsi Orde Lama.
Kedua regim didirikan secara timpang, dimana regim Orde Lama menjadikan politik
sebagai panglima, sedangkan Orde Baru menjadikan ekonomi sebagai panglima.
Arah kebijakan Orde Baru tersebut menitikberatkan pendekatana stabilitas untuk
mendukung program pembangunan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan
pendekatan para teoritisi modern yang didukung IMF (International Monetary Fund)
dan World Bank, suatu badan yang sangat besar peranannya bagi modernisasi
Indonesia di bawah Presiden Soeharto. Mereka kurang mengakomodasi peranan
tradisi sebagai wahana bagi rakyat untuk memberi makna terhadap pembangunan.
Bagi mereka pembangunan dititikberatkan pada aspek materi dan percaya pada
konsep trickle down bahwa pembangunan yang bersifat sentralistis itu akan memilik
efek positif juga pada lapisan rakyat bawah.

Sejak diangkat menjadi pejabat presiden pada tahun 1966, Soeharto berusaha
memberi citra yang jelek pada politik yang cenderung bersifat ideologis. Orde Baru
membentuk Golkar sebagai suatu golongan (bukan partai) yang tidak bersifat
ideologis dan lebih mementingkan pada program. Kalau dilihat fungsinya maka
Golkar merupakan partai politik karena ikut kompetisi dalam pemilu 1971 dan
nantinya sebagai pendukung regim Orde Baru. Keberhasilan Golkar dalam pemilu
1971 tidak lepas dari peranan militer yang memiliki jalur komando teritorial dari
pusat sampai ke tingkat kecamatan. Militer ini menjalin kerjasama dengan aparat

birokrasi dan para teknokrat.



Kemenangan Golkar tidak lepas dari kebijakan Soeharto menunda
pelaksanaan pemilu dari tahun 1967 sampai tahun 1971, dan selama waktu itu mesin
politiknya melakukan kampanye terselubung. Suatu cara yang ditentang berbagai
partai politik, terutama Partai NU yang menjadi saingannya. Golkar berhasil
menguasai mayoritas kursi parlemen dan berhasil memaksakan berbagai kebijakan
untuk mendukung regim Orde Baru dan sebaliknya berusaha membatasi pengaruh
partai politik. Keluar Keputusan MPR tahun 1971 tentang massa mengambang yang
membatasi kegiatan partai hanya sampai di aras kabupaten. Kemudian keluar
kebijakan deideologisasi pada tahun 1973 yang menggabungkan partai-partai politik
kedalam dua wadah fusi. Partai-partai Islam bergabung dalam PPP; sedangkan partai-
partai lainnya bergabung ke dalam PDI. Akhirnya keluar UU No. 3 tahun 1975
tentang Partai Politik dan Golongan Karya, untuk menegasikan partai politik dan
menekankan pada golongan fungsional yang dibentuk Golkar (Sitompul, 1989: 127).

Regim Soeharto berusaha melakukan kooptasi terhadap partai politik dengan
melakukan intervensi dalam pemilihan ketua sehingga citra parpol menjadi menurun
di mata rakyat. Intervensi merupakan suatu yang sangat lumrah karena kedua partai
politik PPP dan PDI mengalami kesulitan dalam melakukan konsolidasi berbagai
unsur yang membentuknya. Partai menjadi tidak berfungsi sebagai wadah penyaluran
aspirasi rakyat dan rakyat menjadi apatis terhadap politik.

Meskipun pembangunanisme telah menghasilkan angka pertumbuhan
ekeonomi sebesar rata-rata 7% hingga tahun 1992, bahkan mencapai 7,9% pada
periode 1971-1980, namun angka kemiskinan masih relatif tinggi, angka
pengangguran meningkat, dan yang tak kalah mengerikan adalah pengebiran
demokrasi dan pelanggaran HAM terus meningkat. Memang secara makro ekonomi
terkesan baik, namun secara mikro kurang diraskan manfaatnya bahkan merugikan
rakyat. Hal ini disebabkan ideologi developmentalisme yang telah dielaborasi
menjadi program-program pembangunan ini memiliki karakter menindas buruh dan

rakyat untuk kepentingan kaum borjuis.



Nasib rakyat yang tertindas kurang mendapatkan perhatian secara memadai
karena partai politik tidak dapat mengagresikan Media massa sulit melakukan kritik
terhadap pemerintah

Militer terlibat juga dalam kegiatan ekonomi dan melakukan kerjasama
dengan para konglomerat sehingga mereka menjadi tidak peka terhadap nasih rakyat

b. Latar belakang Kehidupan Ormas

Hanya beberapa organisasi keagamaan yang memiliki basis sosial besar yang
relatif memiliki kemandirian dan kekuatan dalam mempresentasikan diri sebagai
unsur dari masyarakat madani, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang dimotori oleh KH
Abdurrahman Wahid dan Muhammadiyah dengan motor Prof. Dr. Amien Rais.
Pemerintah sulit untuk melakukan intervensi dalam pemilihan pimpinan organisasi
keagamaan tersebut karena mereka memiliki otoritas dalam pemahaman ajaran Islam
(Azizi, 1999). Pengaruh politik tokoh dan organisasi keagamaan ini bahkan lebih
besar daripada partai-partai politik yang ada.

UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Sitompul, 1989:
168) mewajibakan semua ormas berasasakan Pancasila. , suatu partai pomembatasi
pengaruh ideologi-ideologi adanya sentralisasi kekuasaan melalui korporatisme dan
birokratisasi di hampir seluruh aspek kehidupan, terutama terbentuknya organisasi-
organisasi kemasyarakat dan profesi dalam wadah tunggal, seperti MUI, KNPI, PWI,
SPSI, HKTI, dan sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut tidak memiliki
kemandirian dalam pemilihan pemimpin maupun penyusunan program-programnya,
sehingga mereka tidak memiliki kekuatan kontrol terhadap jalannya roda

pemerintahan.

c. Kelahiran Civil Society
Munculnya wacana civil society di Indonesia banyak disuarakan oleh
kalangan “tradisionalis” (termasuk Nahdlatul Ulama), bukan oleh kalangan

“modernis” (Rumadi, 1999). Hal ini bisa dipahami karena pada masa tersebut, NU
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adalah komunitas yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam negara, bahkan
dipinggirkan dalam peran kenegaraan. Di kalangan NU dikembangkan wacana civil
society yang dipahami sebagai masyarakat non-negara dan selalu tampil berhadapan
dengan negara. Kalangan muda NU begitu keranjingan dengan wacana civil society,
lihat mereka mendirikan LKIiS yang arti sebenarnya adalah Lembaga Kajian Kiri
Islam, namun disamarkan keluar sebagai Lembaga Kajian Islam.

Kebangkitan wacana civil society dalam NU diawali dengan momentum
kembali ke khittah 1926 pada tahun 1984 yang mengantarkan Gus Dur sebagai Ketua
Umum NU. Gus Dur memperkenalkan pendekatan budaya dalam berhubungan
dengan negara sehingga ia dikenal sebagai kelompok Islam budaya, yang dibedakan
dengan kelompok Islam Politik. Dari kandungan NU lahir prinsip dualitas Islam-
negara, sebagai dasar NU menerima asas tunggal Pancasila. Alasan penerimaan NU
terhadap Pancasila berkaitan dengan konsep masyarakat madani, yang menekankan
paham pluralisme, yaitu: (1) aspek vertikal, yaitu sifat pluralitas umat (QS al-Hujurat
13) dan adanya satu universal kemanusiaan, sesuai dengan Perennial Philosophy
(Filsafat Hari Akhir) atau Religion of the Heart yang didasarkan pada prinsip
kesatuan (tawhid); (2) aspek horisontal, yaitu kemaslahatan umat dalam memutuskan
perkara baik politik maupun agama; dan (3) fakta historis bahwa KH A. Wahid
Hasyim sebagai salah seorang perumus Pancasila, disamping adanya fatwa
Mukhtamar NU 1935 di Palembang (Ismail, 1999: 17).

3. Hubungan Masyarakat Madani dan Negara

Dalam pengembangan konsep masyarakat madani para intelektual Muslim
menjadikan Amerika Serikat sebagai model dari bentukan civil society. Di Amerika
kekuasaan negara sangat terbatas dan tidak bisa mengintervensi hak-hak individu
(biasa disebut dengan small stateness), namun sangat kuat dalam bidang pelaksanaan
hukum (Azizi, 2000: 87).

Kalau kita melihat secara jeli masyarakat madani yang diciptakan Nabi

berbentuk suatu negara, sehingga tidak sepenuhnya benar bila kita ingin mewujudkan
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masyarakat madani berati menjadikan kekuasaan eksekutif/pemerintah lemah seperti
yang terjadi di Amerika. Kesan tersebut muncul karena konsep civil society lahir
bersamaan dengan konsep negara modern, yang bertujuan: Pertama, untuk
menghindari lahirnya negara absolut yang muncul sejak abad ke-16 di Eropa. Kedua,
untuk mengontrol kekuasaan negara. Atas dasar itu, perumus civil society menyusun
kerangka dasar sebagai berikut (Gamble, 1988: 47-48):
...the state as an association between the members of a society rather than as the
personal domain of a monarch, and furthermore as an association that is unique
among all the associations in civil society because of the role it plays. Thingking of
the state as an association between all members of a society means ascribing to it
supreme authority to make and enforce laws —the general rules that regulate social
arrangements and social relationships. If the state is accorded such a role, and if it is
to be a genuine association between all members of the community, it follows that its
claim to supreme authority cannot be based upon the hereditary title of a royal line,

but must originate in the way in which rulers are related to the ruled.

Dari penjelasan di atas Gamble (1988: 54) menyimpulkan bahwa teori negara
modern mencakup dua tema sentral yaitu sovereignty; dan political economy, the the
problem of the relationship of state power to civil society. Sedangkan konsep civil
society lebih berkait dengan tema kedua itu, yaitu;

...how government should ralate to the private, individualist world of civil society

organised around commodity production, individual exchange and money; what

policies and puposes it should pursue and how the general interest should be defined.

Two principal lines of thought emerged. In the first the state came to be regarded as

necessarily subordinate to civil society; in the second it was seen as a sphere which

included but also transcended civil society and countered its harmful effects. These
different conceptions were later to form one of the major dividing lines in modern

liberalism.
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Hegel dan Rousseau memandang negara modern lebih dari sekedar penjamin
bagi berkembangknya civil society, karena negara modern didirikan atas dasar
persamaan semua warga negara, maka negara tidak hanya sebagai alat untuk
mencapai tujuan akhir tertentu bersama, seperti penjamin aturan pasar agar setiap
individu dapat mengejar keperluannya; melainkan merupakan puncak dari sistem
sosial, dimana nilai tertinggi bukan pada individu melainkan pada kehidupan bersama
(Gamble, 1988: 56).

Adam Seligman mengemukakan dua penggunaan istilah civil society dari
sudut konsep sosiologi, yaitu dalam tingkatan kelembagaan (organisasi) sebagai tipe
sosiologi politik dan membuat civil society sebagai suatu fenomena dalam dunia nilai
dan kepercayaan. Dalam pengertian yang pertama, civil society dijadikan sebagai
perwujudan suatu tipe Keteraturan kelembagaan dan dijadikan jargon untuk
memperkuat ide demokrasi yang mempunyai delapan karakteristik (Azizi, 2000: 88-
89), yaitu:

(1) the freedom to form and join organizations, (2) freedom od expression, (3)
the right to vote, (4) eligibility for public office, (5) the right of political leaders
to compate for support and votes, (6) alteernative sources of information (what
we would call a free press, (7) free and fair elections, and (8) institutions for

making government policies depend on votes and other expressions of

preference.

Dari delapan karakteristik demokrasi yang merupakan tugas negara modern, maka
Kita tahu bahwa negara mempunyai tugas untuk mengembangkan masyarakat madani.

Penggunaan istilah yang kedua berkaitan dengan tinjauan filsafat yang
menekankan pada nilai dan kepercayaan, sebagai pengaruh moralitas Kristen dalam
peradaban modern. Moral diyakini sangat penting untuk mengatur kehidupan
berbangsa dan bernegara, walaupun aspek moral itu tidak ditransendenkan kepada
Tuhan, dengan alasan seperti yang diyakini Montesquieu dan Tocqueville “the people

can be trusted to rule themselves” (Azizi, 2000: 90). Mereka mengabaikan peran
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Tuhan yang dipandang sudah tidak cocok lagi untuk dunia modern. Mereka yakin
agama hanya berperan sebagai masa transisi antara dunia mitos dan dunia modern.

Era Reformasi yang melindas rezim Soeharto (1966-1998) dan menampilkan
Wakil Presiden Habibie sebagai presiden dalam masa transisi, telah mempopulerkan
konsep Masyarakat madanikarena Presiden beserta kabinetnya selalu melontarkan
diskursus tentang konsep itu pada berbagai kesempatan. Bahkan Habibie
mengeluarkan suatu Keppres No 198 Tahun 1998 tanggal 27 Februari 1999 untuk
membentuk suatu dengan tugas untuk merumuskan dan mensosialisasikan konsep
masyarakat madani itu. Konsep masyarakat madani dikembangkan untuk
menggantikan paradigma lama yang menekankan pada stabilitas dan keamanan yang
terbukti sudah tidak cocok lagi. Soeharto terpaksa harus turun tahta pada tanggal 21
Mei 1998 oleh tekanan dari gerakan Reformasi yang sudah muak dengan
pemerintahan militer Soeharto yang otoriter. Gerakan Reformasi didukung oleh
negara-negara Barat yang menggulirkan konsep civil society dengan tema pokok Hak
Asasi Manusia (HAM).

Presiden Habibie mendapat dukungan dari ICMI (lkatan Cendekiawan
Muslim Indonesia), suatu bentuk pressure group dari kalangan Islam, dimana ia
duduk sebagai Ketua Umumnya. Terbentuknya ICMI merupakan suatu keberhasilan
umat Islam dalam mendekati kekuasaan karena sebelumnya pemerintah sangat phobi
terhadap Islam politik. Hal itu terjadi karena ada perantara Habibie yang sangat dekat
dengan Soeharto. Dengan demikian pengembangan konsep masyarakat madani
merupakan salah satu cara dari kelompok ICMI untuk merebut pengaruh dalam
Pemilu 1997. Kemudian konsep masyarakat madani mendapat dukungan luas dari
para politisi, akademisi, agamawan, dan media massa karena mereka semua merasa
berkepentingan untuk menyelamatkan gerakan Reformasi yang hendak menegakkan
prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan HAM.

Pengamat politik dari UGM, Dr Mohtar Mas'oed (Republika, 3 Maret 1999)
yakin bahwa pengembangan masyarakat madani memang bisa membantu

menciptakan atau melestarikan demokrasi, namun bagi masyarakat yang belum
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berpengalaman dalam berdemokrasi, pengembangan masyarakat madani justru bisa
menjadi hambatan terhadap demokrasi karena mereka menganggap demokrasi adalah
distribusi kekuasaan politik dengan tujuan pemerataan pembagian kekuasaan, bukan
pada aturan main. Untuk menghindari hal itu, diperlukan pengembangan lembaga-
lembaga demokrasi, terutama pelembagaan politik, disamping birokrasi yang efektif,
yang menjamin keberlanjutan proses pemerintahan yang terbuka dan partisipatoris.
Keteganggan di Indonesia tidak hanya dalam wacana politik saja, tetapi
diperparah dengan gejala desintegrasi bangsa terutama kasus Timor Timur, Gerakan
Aceh Merdeka, dan Gerakan Papua merdeka. Hal itu lebih didorong oleh dosa rezim
Orde Baru yang telah mengabaikan ciri-ciri masyarakat madani seperti pelanggaran
HAM, tidak tegaknya hukum, dan pemerintahan yang sentralistis/absolut. Sedangkan
kerusuhan sosial yang sering membawa persoalan SARA menunjukkan bahwa masih
banyak masyarakat yang buta hukum dan politik (sebagai prasyarat masyarakat

madani), disamping penegakkan hukum yang masih belum memuaskan.

Gus Dur memerankan diri sebagai penentang terhadap ortodoksi Islam atau
dikatakannya main mutlak-mutlakan yang dapat membunuh keberagaman. Sebagai
komitmennya dia berusaha membangun kebersamaan dalam kehidupan umat
beragama, yang tidak hanya didasarkan pada toleransi model kerukunan (ko-
eksistensi) dalam Trilogi Kerukunan Umat Beragama-nya mantan Menteri Agama H.
Alamsyah Ratu Prawiranegara (1978-1983), tetapi didasarkan pada aspek saling
mengerti (Hidayat dan Gaus, 1998: xiv). Oleh karena itu Gus Dur sangat mendukung
dialong antar agama/antar imam, bahkan ia ikut memprakarsai berdirinya suatu
lembagai yang bernama Interfidie, yaitu suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan
untuk memupuk saling pengertian antar agama. Gus Dur, seperti kelompok

Tradisionalis lainnya, tidak memandang orang berdasarkan agama tapi lebih pada
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pribadi, visi, kesederhanaan dan ketulusannya untuk pengabdian pada sesama
(Effendi, 1999).

Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden sebenarnya menyiratkan sebuah
problem tentang prospek Masyarakat madanidi kalangan NU karena NU yang dulu
menjadi komunitas non-negara dan selalu menjadi kekuatan penyeimbang, kini telah
menjadi “negara” itu sendiri. Hal tersebut memerlukan identikasi tentang peran apa
yang akan dilakukan dan bagaimana NU memposisikan diri dalam konstelasi politik
nasional. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal bahwa timbulnya civil
society pada abad ke-18 dimaksudkan untuk mencegah lahirnya negara otoriter, maka
NU harus memerankan fungsi komplemen terhadap tugas negara, yaitu membantu
tugas negara ataupun melakukan sesuatu yang tidak didapat dilakukan oleh negara,
misalnya pengembangan pesantren Rumadi, 1999: 3). Sementara Gus Dur harus
mendukung terciptanya negara Yyang demokratis supaya memungkinkan
berkembangnya masyarakat madani, dimana negara hanya berperan sebagai ‘polisi’
yang menjaga lalu lintas kehidupan beragama dengan rambu-rambu Pancasila
(Wahid, 1991: 164).

4. Simpulan

Ekses dari gerakan Reformasi yang berhasil menggulingkan rezim Soeharto
pada tanggal 21 Mei 1998 masih terus belum teratasi, seperti kerusuhan berbau
SARA. Hal itu terjadi karena baik pemerintah maupun masyarakat masih belum
berpengalaman dalam berdemokrasi sehingga pengembangan masyarakat madani
justru bisa menjadi hambatan terhadap demokrasi karena mereka menganggap
demokrasi adalah distribusi kekuasaan politik dengan tujuan pemerataan pembagian
kekuasaan, bukan pada aturan main

Konsep civil society lahir di Eropa pada abad ke-18 dengan tokohnya John
Locke atau Montesquieu. Lahirnya konsep ini berbarengan dengan lahirnya konsep
negara modern, yaitu bertujuan untuk menghindari pemerintahan yang absolut.

Dengan kata lain mereka ingin mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk
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mewujudkan negara demokratis tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarkat madani,
tetapi harus ada keinginan politik juga dari pemerintah karena banyak karakteristik
dari demokrasi yang memang menjadi kewajiban negara modern.

Kalau kita menerjemahkan civil society dengan referensi model pemerintahan
Nabi Muhammad SAW periode Madinah maka kita tahu bahwa Nabi bertindak juga
sebagai kepala negara. Hal ini menunjukkan tidak perlu mempertentangkan antara
negara dengan masyarakat madani. Contohnya Gus Dur yang menjadi pelopor
strategi Islam budaya, kini dalam jabatan sebagai presiden harus menciptakan

pemerintahan yang demokratis supaya masyarakat madani juga berkembang pesat.
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